
BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Pengertian Pemerintahan Desa

Adanya perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang

Pemerintahan Daerah, disamping karena adanya Amandemen UUD 1945, juga

memperhatikan beberapa Ketetapan MPR dan Keputusan MPR. Adanya

kekurangan-kekurangan dalam UU No.   22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan

Daerah digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dan sebagaimana disempurnakan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi

Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3 Pemerintah

Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

3 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
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yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.4

Sedangkan daerah  otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam UU No. 32

Tahun 2004 ini adalah sebagai berikut.

1. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua

urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang

ditetapkan dalam Undang-undang ini.

2.   Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi

pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

3. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang

nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip

bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan

tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi

untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan

daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang beranggung jawab

4 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
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adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya     harus benar-benar

sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada

dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

4. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

5. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin hubungan antara

daerah dengan  daerah lainnya, artinya mampu membangun  kerjasama

antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah

ketimpangan antar daerah.

6.   Otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar

daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga

keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya NKRI dalam rangka

mewujudkan tujuan negara.

Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Undang-

Undang No.32 Tahun 2004, yaitu:

1.   Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;

2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang

dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota; dan

3.   Asas tugas pembantuan yang  dapat dilaksanakan dari daerah provinsi,

daerah kabupaten, daerah kota, dan desa.
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Pada umumnya faktor-faktor dan atau variabel-variabel yang

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan

sumber   daya manusia (aparat maupun   masyarakat),   sumber daya alam,

kemampuan keuangan (finansial), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya

masyarakat, dan karakteristik ekologis.

Ada tiga variabel yang menjadi tolak ukur kemampuan daerah otonom,

yaitu:

1. Variabel pokok, yang terdiri dari kemampuan pendapatan asli

daerah/keuangan, kemampuan aparatur, kemampuan aspirasi masyarakat,

kemampuan ekonomi, kemampuan demografi, serta  kemampuan

organisasi dan administrasi ;

2. Variabel penunjang, yang terdiri dari faktor geografi  dan faktor sosial

budaya; dan

3. Variabel khusus yang terdiri dari sosial politik, pertahanan dan keamanan

serta penghayatan agama.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang

hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian

pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan.

Disamping itu diberikan pula standar arahan, bimbingan, pelatihan,

supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Disamping  itu,

juga memberikan bantuan dan dorongan kepada daerah agar otonomi dapat

terlaksana secara efektif  dan efisien. Penyelenggaraan otonomi daerah harus

selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu
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memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin hubungan antara daerah

dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.5

Dalam Pasal 1 angka 43 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dikaitkan desa berdasarkan undang-undang ini desa adalah

desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

B. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah

yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang

diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa,

seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang

5 Pasal 1ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan.

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi,

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk

dalam sistem Pemerintahan Nasional dan barada  di Kabupaten atau Kota.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pasal 1 ayat (3) . ndang-Undang U Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama

lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Daerah, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun

dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat

diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah

daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa di luar

desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk

karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain

yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan

diberikan kesempatan untuk tumbuh dan  berkembang  sesuai dengan

perkembangan desa itu sendiri.
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Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun

hukum perdata, memiliki kekayaan, harta  benda, dan bangunan serta dapat

dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan

BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan

perjanjian yang saling menguntungkan.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan

pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan

pihak ketiga dan pinjaman desa.

Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa

mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para

warganya. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada

masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan sebagai unit

pemerintahan kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten dan/atau daerah

kota.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang

berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga peraturan dan

pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan

pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan

keputusan Kepala Desa.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai

mitra  kerja  pemerintah desa  dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala

Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara
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dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau walikota

melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib

memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat

menyampaikan  informasi  pokok-pokok  pertanggungjawabannya namun  tetap

harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa

untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal

yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tersebut.

Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan

daerah tetapi menjadi independent community, sehingga setiap warga desa dan

masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingannya sendiri dan bukan dari

atas ke bawahan seperti selama ini terjadi. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau

digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa  masyarakat

dengan persetujuan pemerintahan kabupaten dan DPRD.

Di desa dibentuk pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa atau yang

disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Perangkat Desa  terdiri atas

sekretaris desa dan perangkat desa lainnya seperti perangkat pembantu  kepala

desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan

dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem

penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa   bertanggungjawab

kepada BPD dan menyampaikan  laporan pelaksanaan tugas  tersebut kepada

bupati.
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Dalam menjalankan pemerintahan desa, pemerintah desa menerapkan

prinsip  koordinasi,  integrasi,  dan  sinkronisasi. Sedangkan dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

1. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan

2.   Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

tembusan Camat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab

utama dalam bidang pembangunan kepala desa dapat dibantu lembaga

kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan

fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah serta

tanggungjawab kepada kepala desa, sedang kepala urusan berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209,

urusan pemerintah yang menjadi  kewenangan desa adalah sebagai berikut.

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

b.   Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota

yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau

pemerintah kabupaten atau  kota.

d.   Urusan pemerintahan  lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan

diserahkan kepada desa.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada Bab V mengatur

tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disebutkan dalam Pasal 23 bahwa
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Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Asas-asas

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu kepastian hukum; tertib

penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan;

proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan

lokal; keberagaman; dan partisipatif, hal ini disebutkan dalam Pasal 24 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa;   pelaksana kewilayahan; dan

pelaksana teknis. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud di atas bertugas

membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat

Desa sebagaimana dimaksud, diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan

dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

C. Pengertian Desa

Pada tahun 1979 dilahirkan sebuah Undang-undang Nasional tentang

Pemerintahan Desa yang efektif yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 yang

ditetapkan pada tanggal 1 Desember 1979. Kedudukan pemerintahan desa dapat

diketahui dari bunyi pasal 1 huruf  a UU Nomor  5 Tahun 1979 yang

menyebutkan:

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk

sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum
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yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat

dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia”.6

Pengertian Desa menurut Soetardjo Kartohodakoesoemo adalah suatu

kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa

mengadakan pemerintahan sendiri. Lain lagi dengan pendapat Hazairin. yang

berpendapat, bahwa desa di Jawa dan Madura, nagari di Minangkabau sebagai

masyarakat  hukum adat  dan  beliau  di  maksudkan  dengan  bagian masyarakat

hukum adat adalah, kesatuan-kesatuan masyarkat yang mempunyai kelengkapan-

kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum,

kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas

tanah dan air bagi semua anggotanya.7

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa, desa

terdiri atas dua jenis, yaitu Desa dan Desa Adat. Desa atau yang disebut dengan

nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia,

sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai

karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya

pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber  daya

lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Desa Adat pada prinsipnya

merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara

secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan

6 Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa,
Erlangga, Jakarta. hlm.. 132
7)Moh. Kusnardi., Harmaily Ibrahim. Hukum Tata Negara Indonesia Cet.7.,Op. Cit, hlm
285-286
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masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan

identitas sosial budaya lokal.8

Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal

usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah

masyarakat.  Desa Adat adalah  sebuah  kesatuan  masyarakat  hukum adat yang

secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas

dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

Desa berdasarkan hak asal usul. Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat

terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau

gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-undang ini

adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara

genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati

kesatuan masyarakat hukum adat beserta  hak tradisionalnya sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, ototnomi asli demokrasi dan pemeberdayaan

masyarakat. Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa

ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat

diberikan penguasaan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah

daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Sedangkan  terhadap desa yang di bentuk karena pemekaran desa atau

karena trasmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralitas,

8)https//desabangsa.wordpress.com/2019/04/08/perbedaan-desa-dan –desa-adat/ terakhir
diakses pada tanggal 15 Oktober 2019, Pukul 21: 04 WIB
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menjemuk, ataupun heterogen, maka ototnomi desa akan diberikan kesempatan

untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Sebagai perwudjutan demokrasi, dalam penyelenggaran pemerintahan desa di

bentuk Badan Permusyawaratan Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai

lembaga pengaturan dalam peneyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam

pembuatan  dan pelaksanaan  peraturan desa, anggaran pendapatan  dan belanja

desa, dan keputusan kepala desa. Di desa di bentuk lembaga kemasyarakatan yang

berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan

masyarakata desa, kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat

desa yang  dalam tata cara dan prosedur pertanggugjawabannya di  sampaikan

kepada bupati atau walikota melalui camat.

D. Pengertian Aparatur Desa

Dasar hukum yang  menjadi pedoman pengangkatan perangkat desa

adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”),

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”) sebagaimana

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa (“Permendagri 83/2015”).

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan
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unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi

dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.9

Perangkat desa terdiri dari:10

a. sekretariat desa,

b.   pelaksana kewilayahan, dan

c. pelaksana teknis yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa

Pelaksanaan teknis sebagai unsur pembantu kepala desa sebagai

pelaksana teknis desa yaitu sebegai berikut:

1.   Kepala Urusan Pemerintahan

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola

administrasi dan  perumusan  bahan kebijakan desa. Berfungsi

melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan,

pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

2.   Kepala Urusan keuangan

Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber

pendapatan, administrasi  keuangan, penyusunan  APB desa dan laporan

keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.

3.   Kepala Urusan Pembangunan

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis

pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan

dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan

9 Pasal 1 angka 5 Peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015
10 Pasal 48 Undang-Undang Desa jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Tentang Desa
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administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan

ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

4.   Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan

kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan

program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi

melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan

masyarakat dan sosial kemasyarakatan

5.   Kepala Urusan Umum

Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa,

inventaris kekayan desa, dan administrasi umum dan juga sebagai

penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta  pelaksana

tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

Kinerja aparat desa adalah sebagai bagian dari pemerintah harus mampu

bekerja secara baik dan benar dalam mendampingi kepala desa khususnya dalam

melakukan pengelolaan administrasi desa maupun tentang pengelolaan data-data

yang berkaitan dengan desa dan pelayanan kepada masyarakatnya. Dalam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab I Pasal 2

tentang Desa disebutkan bahwa: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka

Tunggal Ika.
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E. Pengertian Badan Permusyawratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah nama lain dari Badan Perwakilan

Desa seperti yang tercantum dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah Jo. pasal 209 Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004

“Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Menurut undang – undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

materi muatan peraturan desa/yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka

penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabarannya lebih lanjut

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan desa lain, dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan yang harus diatur dengan

Undang-undang berisihal-hal yang menyangkut sebagai berikut:

1.      Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-undang Dasar NKRI Tahun

1945 yang meliputi:

a. Hak-hak asasi manusia;

b.   Hak dan kewajiban warga negara;

c. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian

kekuasaan negara;

d. Wilayah negara dan pembagian daerah;

e. Kewarganegaraan dan kependudukan; dan Keuangan negara.

2. Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-

Undang.
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Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung azas

pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan,

bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum,dan/atau keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan.

F. Fungsi dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Setelah diubahnya UU Pemerintahan Daerah, tugas-tugas badan

permusyawaratan desa diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa. Adapun fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal

55 UU No 6 Tahun 2014, yaitu :

1.   membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

Desa;

2.   menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

3.   melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1.   mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa; dan
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3.   mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain hak, berdasarkan Pasal 63 UU Desa, Badan Permusyawaratan Desa

berkewajiban untuk :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat Desa;

4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok,

dan/atau golongan;

5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan

6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga

kemasyarakatan Desa.

2.   Kewenangan Badan Permusyawratan Desa

Dalam pasal 4 Perda Kabupaten   Karo   No.01 Tahun 2008 Badan

Permusyawaratn Desa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

1.   Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

2.   Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan

peraturan kepala desa.
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3.   Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

4.   Membentuk panitia pemilihan kepala desa

5.   Menggali, menempung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan

aspirasi masyarakat dan Menyusun tata tertib BPD

G. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa.

Dwipayana dan Eko mengemukakan BPD merupakan aktor masyarakat

politik yang  paling nyata dan dekat di tingkat Desa, yang memainkan peran

sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan pemerintah desa (negara).11

BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan

demokrasi pancasila. Kedudukan BPD dalam struktur pemerintahan desa adalah

sejajar  dan menjadi mitra  dari Pemerintah Desa. Hal ini ditegaskan dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan

Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis. BPD yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang

berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan

menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

11 Dwipayana, Ari AAGN dan Eko, Membangun Good Governance du Desa.Institute
For Researhc And Empowerment (IRE Press). Yogyakarta, 2003, hlm 25
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Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111

Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Pasal 1 angka (4) Badan

Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain, yang selanjutnya di

sebut BPD adalah lembaga yang melaksankan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan

Desa berfungsi menetapkan Peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat.

H. Tata Cara Pengangkatan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa

Pemilihan   Anggota BPD dilaksanakan oleh penduduk desa dari dusun

dalam wilayah desa yang bersangkutan yang mempunyai hak pilih yang

pelaksananaya dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Panitia pemilihan adalah, Panitia

Pemilihan anggota Badan Permusyaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan

BPD. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan

jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota DPRD dipilih dari calon-

calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi social-politik,

golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi

persyaratan. Berdasarkan Pasal 57 UU Desa, syarat-syarat yang harus dimiliki

seseorang untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai

berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
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2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

2.   berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

3.   berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau

sederajat;

4.   bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

5.   bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan

6.   wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah

pasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan

memperhatikan wilayah, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Pengesahan

anggota BPD adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa

menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan kepada Bupati melalui Camat.

Sebelum BPD melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bupati atau pejabat yang

ditunjuk melakukan pelantikan dan mengambil sumpah/janji terhadap Pimpinan

dan Anggota BPD. Setelah pengambilan sumpah Anggota BPD Kepala Desa

dengan persetujuan BPD mengangkat Sekretaris BPD sebagai Kepala Sekretariat

dan Staf sesuai yang dibutuhkan. Sekretaris dan Staf BPD tersebut bukan dari

Perangkat Desa.


